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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa dengan  ditetapkannya  Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara,
telah dilakukan penataan organisasi di lingkungan Badan
Kepegawaian Negara;

bahwa perubahan hasil evaluasi jabatan di lingkungan
Badan Kepegawaian Negara telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/709/M.SM.04.00/2020 tanggal 28 Juli 2020
tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Jabatan
dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan

Kepegawaian Negara;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2015Nomor 1382);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 189);

Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara  Selaku  Sekretaris Badan  Pertimbangan

Kepegawaian Nomor 03/KEP/1999 tentang Organisasi



Menetapkan
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dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan

Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1
Jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan
tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan
pengawas di lingkungan Badan Kepegawaian Negara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2
Jabatan dan kelas jabatan fungsional keahlian dan fungsional
keterampilan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3
Jabatan dan kelas jabatan pelaksana di lingkungan Badan
Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IIT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Pasal 4
Jabatan dan kelas jabatan calon pejabat fungsional di
lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5
(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan
dan kelas jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
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Tahun 2014 tentang Jabatan di Lingkungan Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2028) dan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 961) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2015
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 214), dinyatakan tetap berlaku dan
pejabatnya tetap melaksanakan tugasnya sampai
dilakukan penyesuaian ke dalam jabatan pelaksana yang
baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Penyesuaian kedalam jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua)

tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2014 tentang Jabatan di Lingkungan Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2028); dan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24
Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di
Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 961)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 214),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



